SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 008 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 528 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA BANDUNG,

bahwa Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Wali
Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor
1331 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya untuk
mengimplementasikan kebijakan mengenai nilai aset tidak
berwujud pada Neraca yang belum disajikan secara wajar,
maka Peraturan Wali Kota Bandung termaksud perlu
diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang ...
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Menetapkan :

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 1331 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 528
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 528
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 528 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntasi (Berita
Daerah Kota Bandung Tahun 2014 Nomor 19), sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:
a. Nomor 1136 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2015 Nomor 39);

b. Nomor ...
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http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/PERWAL%20528%20TAHUN%202014%20KEBIJAKAN%20AKUNTANSI-DPKAD.pdf

b. Nomor 1331 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bandung
Tahun 2017 Nomor 68);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 7 Pasal 1

diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah Kota adalah Kota Bandung.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di
dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban tersebut.

Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah
pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan
kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya,

serta penyajian laporan.

9. Standar ...
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9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

10. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui
pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBN/APBD.

11. Kerangka konseptual adalah landasan teoritis, prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktek-praktek spesifik yang penting,
yang memuat tujuan laporan keuangan, karakteristik
kualitatif informasi keuangan, elemen atau unsure-
unsur laporan keuangan, asumsi dasar, prinsip-
prinsip akuntansi kendala informasi akuntansi; serta
ikhtisar kebijakan akuntansi yang mengatur elemen,
akun akun dalam laporan keuangan.

12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang
dipilih oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai entitas
pelaporan, dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan.

2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru

yakni Pasal S5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 A

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, ketentuan
mengenai Daerah adalah Kota Bandung, Pemerintah Daerah
adalah Pemerintah Kota Bandung, dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pada Peraturan Wali
Kota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor1331 Tahun 2017 dalam angka 1, angka 2,
angka 7 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Lampiran, untuk:
a. Daerah harus disebut Daerah Kota;
b. Pemerintah Daerah harus disebut Pemerintah Daerah Kota;
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah harus disebut Perangkat

Daerah.

3. Ketentuan ...
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3. Ketentuan mengenai sistematika penyusunan Kebijakan
Akuntansi Akun Nomor 10 tentang Aset Lainnya,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada huruf J,

diubah.
Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2019
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Maret 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
., + -KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA'SEKREfTARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

~\H! BAMBANG SUHARI, SH
NIP. 19650715 198603 1 027
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LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 008 TAHUN 2019
TANGGAL : 11 Maret 2019

J. KEBIJAKAN AKUN TANSI AKUN NOMOR 10
ASET LAINNYA
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II.

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 10
ASET LAINNYA

DEFINISI
Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah Kota yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap

dan Dana Cadangan.

KLASIFIKASI

Dalam Bagan Akun Standar, Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai

berikut:

a. tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b. tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c. kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sewa, kerja sama pemanfaatan,
Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah,

d. Aset Tidak Berwujud, yaitu software komputer, lisensi dan franchise,
Hak Cipta dan Hak Paten, hasil kajian/pengembangan yang
memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai
sejarah /budaya dan ATB dalam Pengerjaan;

e. Aset Lain-lain.

Aset Lainnya yang menjadi kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD), meliputi:

a. Tagihan Jangka Panjang;

b. kemitraan dengan pihak ketiga; dan

c. Aset lain-lain.
Aset Lainnya yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, meliputi:

a. Aset Tak Berwujud; dan

b. Aset lain-lain.
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III. PENGAKUAN
Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan
pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat

diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah Kota secara angsuran

kepada Pegawai atau Wali Kota.

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan

kendaraan perorangan Perangkat Daerah Kota kepada Wali Kota dan

penjualan rumah golongan III kepada Pegawai.
b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

1) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah
Daerah Kota sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari
suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas
kewajibannya;

2) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang
dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan
tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
diderita oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai akibat langsung
ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam
pelaksanaan tugas kewajibannya;

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika

putusan pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan

diterbitkan.

c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang
dimilikinya, Pemerintah Daerah Kota diperkenankan melakukan
kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemitraan
ini dapat berupa:
1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat

terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan
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2)

3)

4)

klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja
sama/kemitraan-sewa.

Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan
bahwa kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang
Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan
lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi
perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-
pemanfaatan (KSP).

Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer-BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah Kota menyebutkan bahwa Bangun Guna
Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan
aset Pemerintah Daerah Kota oleh pihak ketiga/investor, dengan
cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian
menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah Kota setelah berakhirnya
jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini
pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah
Daerah Kota kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset
BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah
dari Aset Tetap.

Bangun Serah Guna-BSG (Build, Transfer, Operate-BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah Kota menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna
(BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah Kota oleh
pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada
Pemerintah Daerah Kota untuk dikelola sesuai dengan tujuan
pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau

sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk
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digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah Kota disertai dengan
kewajiban Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan pembayaran
kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah

Daerah Kota ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

d. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tidak Berwujud
(ATB) Berbasis Akrual menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB)
adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering
dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan
tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian
diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan

oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Kriteria pertama untuk ATB adalah dapat diidentifikasi. Yang

dimaksud dengan kriteria ini adalah:

1. dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk
dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain
pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau
dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual,
dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan,
baik secara individual maupun secara bersama-sama.

2. timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual
atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak
tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas
atau dari hak dan kewajiban lainnya.

Kriteria kedua adalah dikendalikan oleh entitas, pengendalian

merupakan syarat yang harus dipenuhi, tanpa adanya kemampuan

untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat
diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut

"mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan untuk

memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset

tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh

manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk
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mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen
hukum yang sah dari lembaga yang berwenang, namun demikian
dokumen hukum ini bukanlah sebagai suatu prasyarat yang wajib
dipenuhi karena mungkin masih terdapat cara lain yang digunakan
entitas untuk mengendalikan hak tersebut.
Karakteristik ketiga aset secara umum adalah kemampuannya untuk
memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential
services) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan
aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke Pemerintah
Daerah Kota. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan
manfaat kepada Pemerintah Daerah Kota dalam bentuk selain kas
atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik
sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan
efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan Pemerintah Daerah Kota.
Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat
berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa,
penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya  seperti
pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya
yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa
peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan
yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya
yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.
Jenis Aset tak berwujud dibedakan berdasarkan jenis sumber daya,
cara perolehan dan masa manfaat:
1) Berdasarkan jenis sumber daya:
a) Software komputer

Yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan

seperti flash disk, compact disk, disket, pita dan media

penyimpanan lainnya.

Software komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah

software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari

hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang

dapat digunakan di komputer lain. Software komputer

sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan

merupakan ATB.
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b)

Lisensi dan franchise

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi
dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak
yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga
merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa
kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan
barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise merupakan
perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak
memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan
intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak
lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang
ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan
dan atau penjualan barang dan jasa.

Hak Paten dan Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara
kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi,
yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak
Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan
atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk
menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan
pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan
tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta
memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta
berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau
ciptaan. Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena
adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan
teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat
bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset
tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk
memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta
sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan

merupakan ATB.
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d)

hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka
panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang
memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang
akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

ATB yang mempunyai nilai sejarah /budaya.

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan
kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu
yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi
pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut
mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat
di masa depan bagi pemerintah Film/Karya Seni/Budaya
dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan,
khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai
dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu
kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional
Pemerintah Daerah Kota. Namun dalam hal ini seperti juga
aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan
dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat

diakui sebagai bagian dari ATB.

2) Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari:

a)

b)

Pembelian

Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (individual)
maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada
identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.
Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang
dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan
dengan cara demikian akan = berpengaruh terhadap
pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang
masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk
lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria
pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga
perolehan ATB.
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c) Pertukaran
ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang
dimiliki oleh suatu entitas lain.

d) Kerja sama
Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan
kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh
dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing
entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk
hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang
berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan
ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup
mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi
tanggungjawabnya atas ATB tersebut.

e) Donasi/hibah
ATB, dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu
perusahaan software memberikan software kepada suatu
Perangkat Daerah untuk digunakan tanpa adanya imbalan
yang harus diberikan.

f) Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets)
Pemerintah Daerah Kota dapat memiliki ATB yang berasal
dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu.
Aset ini pada umumnya dipegang oleh Perangkat Daerah
dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan
pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini
dipegang oleh Pemerintah Daerah Kota, misalnya karena
mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah
penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan
mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan
kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

3) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi

2 (dua), yaitu:

a) ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari
umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang
didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset
tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang

lebih pendek.
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b) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life)
Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini
tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan
manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang
mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus
dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan

aset tersebut dalam memberikan manfaat.

Pengakuan ATB yang diperoleh secara Internal

Pengembangan secara internal atas ATB memenuhi prinsip-prinsip

pengakuan, terutama dalam:

a. mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang
diidentifikasikan tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi
masa depan yang diharapkan; dan

b. menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai.
Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan ATB yang
dikembangkan secara internal tidak dapat dipisahkan dengan

biaya entitas operasional rutin Pemerintah Daerah Kota.

Untuk melengkapi prinsip-prinsip umum pengakuan dan pengukuran
di atas, entitas harus menerapkan persyaratan dan pedoman di
bawah ini:
a. untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi
kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam
2 (dua) tahap, yaitu:
1) Tahap penelitian atau riset
Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas
penelitian/riset atau (tahap penelitian/riset dari kegiatan/
aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB.
Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban
pada saat terjadi dikarenakan belum dapat membuktikan
bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat
ekonomi masa datang.
Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:
a) kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh
pengetahuan baru (new knowledge);
b) pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan

atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
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Cc) pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk,
proses, sistem ataupun layanan;

d) formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir
atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material,
peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru
atau yang diperbaiki.

Tahap pengembangan

ATB yang timbul dari pengembangan atau (dari tahapan

pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan

hanya jika, dapat memperlihatkan seluruh kondisi di bawah
ini, yaitu adanya:

a) kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat
tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;

b) keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau
memanfaatkan ATB tersebut;

¢) kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB
tersebut;

d) manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;

e) ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber
daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan
pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan
ATB tersebut;

f) kemampuan  untuk  mengukur = secara memadai
pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB

selama masa pengembangan.

Hal yang paling penting dalam menentukan sesuatu dapat
ditetapkan sebagai ATB adalah penentuan apakah aset
tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan
manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang.
Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan
menghasilkan manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa
yang akan datang, suatu entitas harus mampu
mengidentifikasi mengenai:

a. apa manfaat ekonomi dan/atau sosial yang akan

diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;

b. siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
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c. apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau
pihak lain;

d. jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.

Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:

a. desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses
produksi prototipe atau model;

b. desain, konstruksi dan = pengoperasian kegiatan
percobaan proses produksi yang belum berjalan pada
skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi
komersial;

c. desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif
pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem
atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang

dikembangkan.

3) Penelitian dibiayai instansi lain.
Jika tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan
tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk
menghasilkan ATB, maka harus memperlakukan seluruh
pengeluaran atas  aktivitas/kegiatan tersebut sebagai

pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

Perlakuan khusus untuk software komputer

Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa

hal yang perlu diperhatikan:

a. untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal
Pemerintah Daerah Kota dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu
dikembangkan oleh Perangkat Darerah sendiri atau oleh pihak
ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh Perangkat
Daerah sendiri di mana biasanya sulit untuk mengidentifikasi
nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software
seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB. Selain itu software
seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan
hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, sehingga salah
satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu
aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software
yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah
yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
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b. dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat
secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang
diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat maka
software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di lain
pihak apabila ada software yang dibeli untuk digunakan
sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware
(tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan),
maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan
hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya
perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan
tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB

setelah memenubhi kriteria perolehan aset secara umum.

Perolehan Secara Pengembangan Internal
Software komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika
dikembangkan oleh Perangkat Daerah atau oleh kontraktor pihak
ketiga atas nama Pemerintah Daerah Kota. Aktivitas-aktivitas yang
dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan
secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
a. tahap awal kegiatan
Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi
alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan
pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan software
tersebut.
b. tahap pengembangan aplikasi
Aktivitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di
dalamnya konfigurasi software dan  software interface,
pengkodean, pemasangan software ke hardware, testing, dan
konversi data yang diperlukan wuntuk mengoperasionalkan
software.
c. tahap setelah implementasi/operasionalisasi
Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang
tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan

software.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap awal

kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.
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Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus

dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

a. pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan

b. pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling
tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah

implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada

saat terjadinya.

Perolehan secara Eksternal

Untuk menentukan perlakuan akuntansi, membutuhkan identifikasi

jenis, syarat dan ketentuan penggunaan terhadap software yang

diperoleh secara eksternal tersebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi
terlebih dahulu adalah:

a. apakah harga perolehan awal dari software terdiri dari harga
pembelian software  dan  pembayaran  untuk  lisensi
penggunaannya, atau hanya pembayaran lisensi saja;

b. apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan software,

Cc. berapa lama ijin penggunaan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan
akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat
disimpulkan sebagai berikut:

a. perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan software dan
biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan
perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat
kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai
perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.

b. software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin
penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan
harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya
dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau
sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.

c. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan
masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus
dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin
penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai

dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
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d. pengeluaran terkait software yang tidak memenuhi kriteria
kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode

terjadinya.

Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak adanya
penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari
bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Oleh karena itu,
kebanyakan pengeluaran setelah perolehan ATB mungkin
dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang
atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan
pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi
definisi dan kriteria pengakuan ATB. Dengan kata lain, seringkali
sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah
perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan
sebagai beban operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila
memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat
diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran

tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap
software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
a. meningkatkan fungsi software; dan

b. meningkatkan efisiensi software.

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu
kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban
pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah
perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi
semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam
rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu

dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada
praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk
perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau up grade
dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih

mendekati kepada perolehan software baru.
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Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

a. pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin
penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas)
bulan tidak perlu dikapitalisasi;

b. pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin
penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus

dikapitalisasi.

Perlakuan Hak Paten

Hak Paten adalah salah satu jenis ATB yang kemungkinan dapat
dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota yang perolehannya dapat
berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas penelitian yang
dilakukan Pemerintah Daerah Kota atau pendaftaran atas suatu
kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki. Hak Paten yang
diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah,
maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum
yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk
mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut,
maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu
dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian memberikan
penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Dalam praktik selama ini di terdapat beberapa perlakuan
pencatatan terhadap Hak Paten dari hasil kajian/pengembangan
yang memerlukan perlakuan khusus. Untuk Hak Paten yang masih
dalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka
entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan
nilai sebesar  biaya  pendaftaran  ditambah  nilai  Hasil
Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai ATB,

kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam CaLK.

Aset Lain-Lain

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif Pemerintah Daerah Kota direklasifikasi kedalam aset lain-lain.
Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, tidak diketahui
keberadaannya dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa
beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat
dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah Kota dan

direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.
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IV. PENGUKURAN

a.

Tagihan Jangka Panjang

1)

2)

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah

dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke

kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan

penjualan angsuran.

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

a) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam
Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang
bersangkutan ke kas umum daerah;

b) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi
dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang

bersangkutan ke kas umum daerah;

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1)

2)

3)

4)

Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
penjualan aset yang bersangkutan.

Kerja sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat
pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih
yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer-BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh
Pemerintah Daerah Kota kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BGS tersebut.

Bangun Serah Guna-BSG (Build, Transfer, Operate-BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu
sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah Kota
ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak

ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
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Aset Tidak Berwujud

1.

Pengukuran Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga

perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain

pertukaran diukur dengan nilai wajar.

a) Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara eksternal

1)

2)

3)

Pembelian

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan

pembelian terdiri atas:

i. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah
dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

ii. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat
aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang
dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan
secara langsung adalah:

(a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset
tersebut dapat digunakan;

(b) biaya profesional yang timbul secara langsung agar
aset tersebut dapat digunakan; dan

(c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut
dapat berfungsi secara baik.

Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas

dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.

Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya

kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang

dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga
pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan
ditambah dengan kas yang diserahkan.

Kerja sama

ATB dari hasil kerja sama antar dua entitas atau lebih

disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat

pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai
dengan perjanjian dan/atau ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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4) Donasi/Hibah
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat
sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB
tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti
perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti
adanya akta hibah.

b) Pengembangan secara internal
ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal,
misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi
syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya
perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak
ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa
yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai
dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya
telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode
tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB
periode berikutnya.

c) Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (Intangible Heritage
Assets) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage
assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun
aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan. Namun apabila ATB Dbersejarah tersebut
didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya

dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

2. Pengukuran Setelah Perolehan
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB,
dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai
terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB
dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah
perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara
manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang
terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya
untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan
kata lain, seringkali sulit wuntuk mengatribusikan secara
langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB
tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu

entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran
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setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap
ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke
dalam nilai ATB dimaksud. Biaya yang telah dibebankan tidak
dapat diakui sebagai ATB.

Masa Manfaat Aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

. Masa Manfaat
No. Uraian (Tahun)
1. software dan aplikasi 5
2. Kajian-kajian 5

Adapun penambahan masa manfaat Aset Tidak Berwujud akibat

perbaikan disajikan sebagai berikut:

PERSENTASE PENYEMPURNAAN/ PENAMBAHAN MASA

URAIAN PENAMBAHAN FITUR DARI HARGA MANFAAT (TAHUN)
PEROLEHAN
Aset Tak Berwujud
software /aplikasi <=25% 1
>25 s/d 50% 2
>50 s/d 100% 4

d. Aset Lain-lain
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain
adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari
penggunaan aktif Pemerintah Daerah Kota direklasifikasi ke dalam

aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

AMORTISASI

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis
dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama
prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB
dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus
diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat
tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau
kontrak .

Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset
Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai sisa

NIHIL (nol rupiah).
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Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan
penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam
Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan secara

langsung dengan mengurangi ATB.

Amortisasi diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat
terbatas. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas
(seperti paten, hak cipta, dan waralaba dengan masa manfaat
terbatas,) diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara
hukum mana yang lebih pendek. ATB dengan masa manfaat
tidak terbatas (seperti goodwill] tidak boleh diamortisasi. Nilai
ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk
menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi
di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa
depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka
ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB
harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika
terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa
mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB

sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.

Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung
kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kota. Namun demikian,
pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya.
Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain
adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa
manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara
umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB
tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang

diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan ATB di lingkungan Pemerintah Daerah Kota lazim disebut
sebagai pemindahtanganan. Pemerintah Daerah Kota dapat
melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang di dalamnya
termasuk ATB dengan cara:

1. dijual;

2. dipertukarkan,;
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3. dihibahkan; atau

4. dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan
jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka
ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa
depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu
ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena
dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak
lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang
bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat penghapusan,
ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan
ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga
pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang
bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual
atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait
diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional.
Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai
pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB

harus diungkapkan dalam CaLK.

PENYAJIAN

Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok
Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset lain-lain disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto dikurangi

nilai amortisasi.

PENGUNGKAPAN

Pengungkapan Aset Lainnya dalam Catatan Atas Laporan Keuangan
(CaLK), paling sedikit harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya;

b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud,;
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c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP,
BOT dan BTO);

d. informasi lainnya yang penting.

Pengungkapan aset tidak berwujud

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut

untuk setiap golongan aset tak berwujud, dengan membedakan

antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak

berwujud lainnya:

a. masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah
masa manfatnya terbatas atau tidak terbatas;

b. metode amortisasi yang digunakan, jika aset tak berwujud tersebut
terbatas masa manfaatnya,;

Cc. rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

d. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir
periode;

e. ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (impaired);

f. penghentian dan penghapusan ATB, dan

g. rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan:

1) penambahan aset tak berwujud yang terjadi, dengan
mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari
pengembangan di dalam entitas;

2) penghentian dan pelepasan aset tak berwujud,;

3) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan; dan

4) perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

Disamping informasi di atas, entitas juga perlu melaporkan
perubahan-perubahan terhadap:
a. periode amortisasi;

b. metode amortisasi.

https://jdih.bandung.go.id



23

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan:

a. alasan penentuan atau faktor-faktor penting penentuan masa
manfaat suatu aset tak berwujud,

b. penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari
setiap aset tak berwujud yang material bagi laporan keuangan secara
keseluruhan; dan

c. keberadaan ATB yang dimiliki bersama.
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